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PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
NOMOR: SK.268 BPTJ TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN NASIONAL DI WILAYAH JAKARTA,
BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan
penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas untuk
Jaringan jalan nasional di wilayah Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi yang cepat, efisien,
terintegrasi, dan transparan, diperlukan
pengaturan persetujuan dokumen hasil analisis
dampak lalu lintas secara daring di lingkungan
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13
ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan




Mengingat

1.

Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas,
persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas
untuk jalan nasional yang berada di Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
didelegasikan oleh Menteri Perhubungan kepada
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
dan Bekasi tentang Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu
Lintas Untuk Jaringan Jalan Nasional di Wilayah
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara




Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak
Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 570); sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 297);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555).

MEMUTUSKAN:

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI DOKUMEN
HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK
JARINGAN JALAN NASIONAL DI WILAYAH JAKARTA,
BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud

dengan:

Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian
kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari



pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam
bentuk Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu
Lintas.

Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta
mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu
lintas yang disampaikan oleh pengembang atau
pembangun.

Pengembang atau Pembangun adalah orang,
badan hukum, kelompok orang, atau
perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai
pemilik yang akan membangun atau
mengembangkan pusat kegiatan, permukiman,
dan infrastrukur.

Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas adalah
Tenaga Ahli yang memiliki kompetensi pada
kualifikasi tertentu dan bekerja di bidang
penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu
Lintas.

Sertifikat Lulus Uji Kompetensi adalah surat
keterangan telah mengikuti dan lulus uji
kompetensi dalam bidang penyusunan Analisis
Dampak Lalu Lintas yang diberikan kepada
seseorang yang telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan sesuai dengan kompetensi yang
ditetapkan.

Bangkitan /Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau
keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak,
yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya
rencana pembangunan  pusat kegiatan,

permukiman, dan infrastruktur.



(1)

(2)

3)

(4)

Masyarakat  Berpenghasilan Rendah yang
selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat
yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk
memperoleh rumah.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang transportasi.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

dan Bekasi.

Pasal 2
Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur yang berada di
wilayah jaringan jalan nasional Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang akan
menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan
angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak
Lalu Lintas.
Rencana pembangunan pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pembangunan baru atau pengembangan.
Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
persetujuan dari Kepala Badan.
Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan
pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.




(1)

(2)

Pasal 3

Untuk mendapat persetujuan Hasil Analisis

Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (3), Pengembang atau

Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan

infrastruktur mengajukan Surat Permohonan

secara tertulis kepada Kepala Badan, dengan
melampirkan :

a. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
yang disusun oleh Lembaga Konsultan;

b. Peta Lokasi dan Detail Tanah Bangunan;
Tata Rencana Lokasi Bangunan;

Gambar dan Jenis Rencana Pengembangan/
Pembangunan;

e. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP)
Pemohon (Pelaksana Pengembangan /
Pembangunan);

f. Data personil Penyusun Analisis Dampak
Lalu Lintas (dilengkapi dengan Salinan
Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Penyusun
Analisis Dampak Lalu Lintas);

g  Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen;

h. Surat Keterangan Pembangunan Perumahan
bagi MBR dari Kepala Daerah
(Bupati/Walikota) setempat, untuk
permohonan Persetujuan Dokumen Hasil
Analisis Dampak Lalu Lintas untuk
pembangunan permukiman yang
diperuntukkan bagi MBR.

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menggunakan format yang tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.




3)

(1)

(2)

(1)

Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan ini.

Pasal 4
Pemberian Persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan setelah dilakukan
penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh
Kepala Badan.
Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas unsur:
a. Badan Pengelola Transportasi Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
b. Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
dan

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian persetujuan Hasil
Analisis Dampak Lalu Lintas dilaksanakan
melalui evaluasi yang ditetapkan dalam Standar
Operasional Prosedur sebagaimana tercantum
pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak

Lalu Lintas untuk pembangunan

permukiman menengah atas, rumah susun,




apartemen, ruko serta pusat kegiatan dan
infrastruktur secara daring; atau

b. Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak
Lalu Lintas untuk pembangunan

permukiman bagi MBR secara daring.

Pasal 6
Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir
kelengkapan penilaian dalam pelaksanaan penilaian
Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana tercantum
pada Lampiran V Peraturan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7
(1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 menyatakan
hasil Analisis Dampak Lalu Lintas belum

memenuhi persyaratan, Kepala Badan
mengembalikan hasil analisis kepada
Pengembang atau Pembangun untuk
disempurnakan.

(2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi
sebagaimana dimaksud pada pasal 6 menyatakan
hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah
memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta
kepada Pengembang atau Pembangun untuk
membuat dan menandatangani surat pernyataan

kesanggupan melaksanakan semua kewajiban

yang tercantum dalam Dokumen Hasil Analisis
Dampak Lalu Lintas.




LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,
TANGERANG, DAN BEKASI

NOMOR : SK.268 BPTJ TAHUN 2020
TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

FORMAT KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal
1 Pusat Kegiatan
a. Kegiatan Perdagangan
Pusat Perbelanjaan /Retail 500 m? luas lantai bangunan
b. Kegiatan Perkantoran 1000 m? luas lantai bangunan
e Kegiatan Industri
Industri dan Pergudangan 2500 m? luas lantai bangunan
d. Fasilitas Pendidikan
1) | Sekolah /Universitas 500 Siswa
2) | Lembaga Kursus Bangunan dengan 50
siswa /waktu
e Fasilitas Pelayanan Umum
1) | Rumah Sakit 50 Tempat Tidur
2) | Klinik Bersama 10 Ruang praktek dokter
3) | Bank 500 m? luas lantai bangunan
Stasiun Pengisian Bahan Bakar | 1 Dispenser
f. Umum
g. Hotel 50 Kamar
h. Gedung Pertemuan 500 m=? luas lantai bangunan
i. Restauran 100 tempat duduk
Fasilitas olah raga (indoor atau | Kapasitas penonton 100 orang
j. outdoorn) dan/atau luas 10.000 m?2
k. Bengkel Kendaraan Bermotor 2000 m? luas lantai bangunan
1. Pencucian Mobil 2000 m? luas lantai bangunan
2 Permukiman
a. Perumahan dan Permukiman
1) | Perumahan Sederhana 150 unit
2) | Perumahan Menengah Atas 50 unit
b. Rumah Susun dan Apartemen
1) | Rumah Susun Sederhana 100 unit
2) | Apartemen 50 unit
c. Asrama 50 kamar
d. Ruko Luas lantai keseluruhan 2000
m?2




LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,
TANGERANG, DAN BEKASI

NOMOR :CE - 2 BTV TAWOUW 202©

TANGGAL : 3 9EL{EMBE + 2000

FORMULIR SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK

LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor
Klasifikasi
Lampiran

Perihal

Yth. Kepala Badan Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang dan Bekasi

di
Jakarta

. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh
persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka
pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil
analisis dampak lalu lintas kepada Menteri yang bertanggung
jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan
angkutan jalan, gubernur, bupati atau walikota sesuai dengan
kewenangannya;

. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami

selaku pengembang/pembangun yaitu PT................... (diisi
nama perusahaan pengembang/ pembangun) berencana akan
mengembangkan/ membangun (diisi nama objek yang akan
dikembangkan/  dibangun) yang terletak di jalan
.................. (diisi nama
Jalan/RT/RW/ Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang
merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten /kota;

. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, dan

untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan
permohonan persetujuan hasil ANDALALIN
pengembangan /pembangunan ............ (diisi nama objek yang
akan dikembangkan/ dibangun);




LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,
TANGERANG, DAN BEKASI

NOMOR :SK.268 BPTJ TAHUN 2020
TANGGAL :3 DESEMBER 2020

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN HASIL ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN
DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
...................... (diisi nama pembangunan atau pengembangan)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama ¥ SRR e (diisi dengan nama lengkap pimpinan lembaga
konsultan)

Alamat R TP (diisi dengan alamat lengkap pimpinan
lembaga konsultan)

Jabatan  Gtin cepmpeyeyens (diisi dengan jabatan pimpinan lembaga
konsultan)

Nama Perusahaan : ................ (diisi dengan nama lengkap lembaga konsultan)

Alamat Perusahaan : .................... (diisi dengan alamat lengkap lembaga
konsultan)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas ini sepenuhnya dikerjakan dan
disusun oleh konsultan PT./CV. ... (diisi dengan nama lembaga
konsultan).

2. Dokumen tersebut atas tugas, perintah langsung dari pihak
PL. /CV..onvuaneds (diisi dengan nama pengembang/pembangun yang memberikan
tugas pekerjaan) berdasarkan kontrak tanggal .............. (disi tanggal, bulan,
tahun) dimana dalam pembahasan materi (isi) dokumen pihak BPTJ tidak
terlibat dan tidak ikut memberi masukan dari awal, karena sudah dibahas
langsung dengan pihak pengguna dalam hal ini PT. OV s L s (diisi dengan
nama pembangun/pengembang yang memberikan tugas pekerjaan).

3. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas terkait dimintakan persetujuan
pada  BPTJ ......ceei.e (diisi dengan tanggal pengajuan surat permohonan
Andalalin ke BPTJ) sudah dalam bentuk dokumen final report dalam dalam hal
ini pihak BPTJ tidak bisa memberikan masukan dari awal pembahasan
(Inception Report).

4. Pihak PT./CV. ............ (diisi dengan nama lembaga konsultan) bertanggung
jawab penuh terhadap semua isi dokumen, bertanggung jawab terhadap
hukum dan finansial apabila dokumen yang dibuat tidak benar, bertanggung
jawab dan bersedia dituntut secara perdata (memberi ganti rugi), dan

P NSO ST AP




LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,
TANGERANG, DAN BEKASI

NOMOR D SF 268 RYTD TAWOM 2030
TANGGAL © 2 PELEMBER 2020

A. EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN MENENGAH ATAS, RUMAH
SUSUN, APARTEMEN, RUKO SERTA PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN DAN INFRASTRUKTUR SECARA DARING

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Uraian Kegiatan Kepala Tim Tim Tim
BPTJ | Pengarah | Sekretariat | Teknis Fonlbngiinge: Wakeu VutpRE

1. | Menerima Permohonan a. Dokumen Hasil a. Notifikasi Jika Dokumen Hasil
Persetujuan berikut Analisis Dampak Lalu kepada Analisis Dampak Lalu
Dokumen Hasil Analisis Lintas yang dilengkapi pihak Lintas belum sesuai
Dampak Lalu Lintas beserta dengan persyaratan pembangun | dengan peraturan yang
lampiran persyaratan administrasi lainnya atau berlaku maka Tim
lainnya dalam bentuk D sesuai dengan pengembang; | Sekretariat akan
dokumen elektronik dan peraturan yang berlaku b. Pemeriksaan | memberikan notifikasi
melakukan pemeriksaan dari pihak pembangun Teknis Awal | pembatalan kepada
kelengkapan dan validitas atau pengembang, Dokumen pihak pembangun atau
persyaratan administrasi dalam bentuk Analisis pengembang
serta substansi teknis awal. dokumen elektronik; Dampak
Jika sesuai, meneruskan b. Aplikasi Persetujuan Lalu Lintas
Permohonan Persetujuan Dokumen Hasil pada
berikut lampirannya kepada Analisis Dampak Lalu aplikasi.
Kepala BPTJ Lintas.

2. | Menerima permohonan Dokumen Hasil Analisis 1 Notifikasi kepada
persetujuan Dokumen Hasil Dampak Lalu Lintas yang Tim Pengarah
Analisis Dampak Lalu Lintas CH dilengkapi dengan dan pihak
beserta lampiran persyaratan administrasi pembangun atau
persyaratan lainnya dalam lainnya sesuai dengan pengembang
bentuk dokumen elektronik peraturan yang berlaku

dari pihak pembangun

3. | Menerima salinan elektronik atau pengembang, dalam Notifikasi kepada
surat permohonan, A bentuk dokumen Tim Sekretariat
persyaratan administrasi, I l| elektronik dan pihak
dan Dokumen Hasil Analisis pembangun atau
Dampak Lalu Lintas pengembang




No.

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan

Kepala
BPTJ

Tim
Pengarah

Tim
Sekretariat

Tim
Teknis

Kelengkapan

Waktu

Output

Menyusun jadwal tentatif
pembahasan Evaluasi
Dokumen Hasil Analisis
Dampak Lalu Lintas dan
meneruskan salinan
elektronik Dokumen Hasil
Analisis Dampak Lalu Lintas
kepada Tim Teknis

Notifikasi dari Tim
Pengarah

1

Jadwal
tentatif
pembahasan
evaluasi
Dokumen
Hasil
Analisis
Dampak
Lalu Lintas
pada
aplikasi;
Draft Surat
Undangan
tentatif
Pembahasan
Evaluasi
Dokumen
Hasil
Analisis
Dampak
Lalu Lintas;
Notifikasi
kepada Tim
Teknis

Menerima salinan elektronik
Dokumen Hasil Analisis
Dampak Lalu Lintas untuk
dilakukan evaluasi teknis
(BPTJ, Kementerian PUPR,
Korlantas POLRI)

a. Notifikasi dari Tim
Sekretariat;
b. Dokumen Hasil

Analisis Dampak Lalu
Lintas dalam bentuk
dokumen elektronik.

. Pengiriman

catatan hasil
evaluasi Tim
Teknis
melalui
aplikasi
persetujuan
Dokumen
Hasil Analisis
Dampak Lalu
Lintas

. Notifikasi

kepada Tim
Sekretariat

Diagendakan tinjauan
lapangan jika
diperlukan oleh Tim
Teknis




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Uraian Kegiatan Kepala Tim Tim Tim
. B:TJ Pengarah | Sekretariat | Teknis Baggnn Wakin Nop
6. | Menyusun laporan hasil a. Draft laporan catatan 1 . Laporan Diagendakan tinjauan
evaluasi tim teknis, hasil evaluasi Tim catatan hasil | lapangan jika
menyiapkan kebutuhan dan Teknis; evaluasi Tim | diperlukan oleh Tim
korespondensi Pembahasan b. Notifikasi dari Tim Teknis; Teknis
Evaluasi Dokumen Hasil Teknis; . Surat
Analisis Dampak Lalu Lintas c. Draft Surat Undangan Undangan
tentatif Pembahasan Pembahasan
Evaluasi Dokumen Evaluasi;
Hasil Analisis Dampak . Notifikasi
Lalu Lintas kepada Tim
Teknis dan
pihak
pembangun
atau
pengembang
7. | Melaksanakan rapat a. Daftar hadir rapat; 1 Berita acara Pihak pembangun atau
evaluasi Dokumen Hasil b. Revisi awal dokumen evaluasi pengembang wajib
Analisis Dampak Lalu Lintas hasil analisis dampak Dokumen mengikuti ketentuan
bersama pihak pembangun lalu lintas Hasil Analisis | dalam Berita Acara
atau pengembang dan tim c. Aplikasi rapat secara Dampak Lalu | evaluasi Dokumen
evaluasi eksternal daring; Lintas; Hasil Analisis Dampak
(Kepolisian RI dan J d. Ruangan rapat Pengiriman Lalu Lintas, termasuk
Kementerian PUPR) berikut dokumen melakukan perbaikan
tinjauan lapangan (jika I —I I j I Berita acara pada Dokumen Hasil
diperlukan) evaluasi Analisis Dampak Lalu
Dokumen Lintas berdasarkan
Hasil Analisis | Berita Acara tersebut.
Dampak Lalu | Selanjutnya, pihak
Lintas pembangun atau
kedalam pengembang membuat
v aplikasi; Surat Pernyataan
Notifikasi Kesanggupan untuk
E j kepada Tim melaksanakan setiap
Pengarah, Tim | rekomendasi yang
Teknis, Pihak | disetujui didalam
pembangun Dokumen Hasil
atau Analisis Dampak Lalu
pengembang Lintas yang

dimohonkan




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
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8. | Melakukan pendampingan, Berita acara evaluasi 2 Dokumen Pihak pembangun atau
pemeriksaan hasil Dokumen Hasil elektronik pengembang wajib
perbaikan serta menyetujui Analisis Dampak Lalu Konsep Surat | menyelesaikan
hasil perbaikan Dokumen Lintas; Keputusan perbaikan dokumen
Hasil Analisis Dampak Lalu Perbaikan Dokumen Kepala BPTJ | dan mengunggah
Lintas Hasil Analisis Dampak tentang (upload) ke sistem
Lalu Lintas yang telah Persetujuan dalam waktu paling
diunggah oleh pihak Dokumen lama 2 (dua) hari, jika
pembangun atau Hasil Analisis | gagal memenuhi
pengembang; Dampak Lalu | ketentuan diatas maka
Surat Pernyataan Lintas; Tim Teknis akan
Kesanggupan pihak Notifikasi memberikan notifikasi
pembangun atau kepada Tim pembatalan proses
pengembang untuk Sekretariat permohonan
melaksanakan setiap jika
rekomendasi yang perbaikan
disetujui didalam akhir
Dokumen Hasil Dokumen
Analisis Dampak Lalu Hasil Analisis
Lintas yang Dampak Lalu
dimohonkan Lintas telah
sesuai
dengan Berita
Acara
evaluasi
Dokumen
Hasil Analisis
Dampak Lalu
Lintas
9. | Mengkonsep dan mencetak v Notifikasi dari Tim 1 Rancangan Pemohon wajib
rancangan Surat Keputusan E Teknis; Surat membayar tagihan
Kepala BPTJ Tentang Dokumen elektronik Keputusan PNBP setelah
Persetujuan Dokumen Hasil rancangan Surat Kepala BPTJ | mengunduh/menerima
Analisis Dampak Lalu Lintas Keputusan Kepala Tentang dokumen elektronik
\ 4 BPTJ Tentang Persetujuan bukti pembuatan
Persetujuan Dokumen Dokumen tagihan PNBP dan
Hasil Analisis Dampak Hasil Analisis | sebelum melampaui
e Lalu Lintas. Dampak Lalu | tanggal kadaluarsa
Lintas;
Dokumen
elektronik

bukti




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Uraian Kegiatan Kepala Tim Tim Tim
BPTJ | Pengarah | Sekretariat | Teknis Bakbmgiagai Wit Oistpt
pembuatan
tagihan
PNBP;
Notifikasi
kepada Tim
Pengarah dan
Pihak
Pembangun
atau
Pengembang.
10. | Menerima dan memberikan Notifikasi dari Tim Rancangan
paraf pada rancangan Surat Sekretariat; Surat
Keputusan Kepala BPTJ Rancangan Surat Keputusan
tentang Persetujuan Keputusan Kepala Kepala BPTJ
Dokumen Hasil Analisis BPTJ Tentang Tentang
Dampak Lalu Lintas Persetujuan Dokumen Persetujuan
Hasil Analisis Dampak Dokumen
Lalu Lintas. Hasil Analisis
Dampak Lalu
Lintas;
Notifikasi
kepada
Kepala BPTJ.
11. | Menandatangani Surat Notifikasi dari Tim Surat
Keputusan Kepala BPTJ Pengarah; Keputusan
tentang Persetujuan Rancangan Surat Kepala BPTJ
Dokumen Hasil Analisis Keputusan Kepala Tentang
Dampak Lalu Lintas L A BPTJ Tentang Persetujuan
I [ Persetujuan Dokumen Dokumen
Hasil Analisis Dampak Hasil Analisis
A Lalu Lintas; Dampak Lalu
Bukti Pembayaran Lintas;
Tagihan PNBP. Notifikasi
kepada Tim

Pengarah.




Pelaksana Mutu Baku Keterangan

No. Uraian Kegiatan Kepala Tim Tim Tim
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12. | Menerima Surat Keputusan a. Notifikasi dari Kepala Surat
Kepala BPTJ Tentang BPTJ; Keputusan
Persetujuan Dokumen Hasil b. Surat Keputusan Kepala BPTJ
Analisis Dampak Lalu Lintas Kepala BPTJ Tentang Tentang

Persetujuan Dokumen Persetujuan

Hasil Analisis Dampak Dokumen

Lalu Lintas. Hasil Analisis

l IL Dampak Lalu

Lintas;
Notifikasi
kepada Tim
Sekretariat.

13. | Melakukan penomoran dan Surat Keputusan Kepala Surat Pihak Pembangun atau
menyerahkan Surat BPTJ Tentang Persetujuan Keputusan Pengembang dapat
Keputusan Kepala BPTJ J' Dokumen Hasil Analisis Kepala BPTJ | mengambil Surat
Tentang Persetujuan Dampak Lalu Lintas. Tentang Keputusan Kepala
Dokumen Hasil Analisis D Persetujuan BPTJ tentang
Dampak Lalu Lintas kepada Dokumen Persetujuan Dokumen
pihak Pembangun atau Hasil Analisis | Hasil Analisis Dampak
Pengembang Dampak Lalu | Lalu Lintas yang

Lintas; dimohonkan di Tim
Notifikasi Sekretariat
kepada pihak
Pembangun
atau

Pengembang.




